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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 

di Apotek Libra yang dilaksanakan pada tanggal 29 September – 1 November 

2025 yaitu : 

1. Calon apoteker dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian 

dalam pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan farmasi 

yang sesuai standar secara profesional. 

2. Calon apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian di 

sarana kesehatan yang mencakup apotek, rumah sakit, 

puskesmas dan klinik sesuai kode etik kefarmasian secara 

professional. 

3. Calon apoteker harus senantiasa mengembangkan kemampuan 

diri secara berkelanjutan berdasarkan nilai Peduli, Komit dan 

Antusias (PeKA) dalam hal pengetahuan, keterampilan, 

softskills dalam melaksanakan profesi demi keluhuran martabat 

manusia.  

 

5.2 Saran 

 Saran untuk mahasiswa calon apoteker setelah pelaksanaan Praktek 

Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra pada tanggal 29 September 

– 1 November 2025 yaitu :  

1. Mahasiswa calon apoteker dapat senantiasa aktif bertanya pada 

pelaksanaan PKPA serta pada saat berdiskusi dengan 

pembimbing untuk bisa mendapatkan ilmu dan wawasan 
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tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanaan 

pelayanan kefarmasian di apotek. 

2. Mahasiswa calon apoteker harus mampu mempelajari obat 

berdasarkan kelas terapi untuk menunjang kemampuan dalam 

melakukan pelayanan kefarmasian yang baik kepada pasien. 

3. Mahasiswa calon apoteker harus percaya diri dan memiliki 

inisiatif untuk berkomunikasi kepada pasien dengan 

didampingi oleh apoteker dalam memberikan pelayanan 

kefarmasian.  
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